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ABSTRAK : - Bahwa setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan
ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 82 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU
No. 5 Tahun 2000; UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU
No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 53 Tahun 2010; PP
No. 63 Tahun 2009; PP No. 33 Tahun 2006; PP No. 58 Tahun 2005; PP
No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 3 Tahun 2007; PP
No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 35 Tahun
2011; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 1996; PERMENDAGRI No. 21
Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No.
53 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Ruang
Lingkup; Pengenaan Ganti Kerugian; Sumber Informasi dan Pelaporan;
Pemeriksaan; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Barang Daerah;
Kadaluarsa; Pembebasan; Penghapusan; Penyetoran; Majelis
Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



- Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Perda ini wajib ditetapkan

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2013;

- Penjelasan 5 halaman.


